GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 14
ayat (4), Pasal 40, Pasal 43 avat (2) Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyvelenggaraan Perizinan
Berusaha perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

1.

Pasal 18 avat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Corontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
& Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor >038);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebapaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 684 1] menjadi Undang-undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6330)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Kemudahan,
Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperaasi Dan Usaha Mikro,
Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

13, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor &, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBEENUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR &
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Gorontalo

Gubernur adalah Gubernur Gorontalo

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagal unsur
penvelenggara  Pemerintahan  Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yvang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan vang lebih rendah dengan tanggung jawab
dan tanggung gugat beralih sepenuhnyva kepada penerima
delegasi

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah
kegiatan perizinan berusaha di daerah vang proses
pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan
sampai dengan terbitnva dokumen yang dilakukan secara
terpadu dalam satu pintu,

Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
vang selanjutnyva disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah
vang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah.
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Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan
vang proses pengelolaannya mulai dar tahap permohonan
sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu
dalam satu pintu dan satu tempat.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau
kegiatannya.

Pelavanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

Perangkat Daerah teknis adalah perangkat daerah vang
mengelola  pelayanan  perizinan dan  non  perizinan
seltoral / teknis.

Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya kerugian dan suatu
bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Berbasis Risiko atau Online Single Submission -Risk Based
Approac yang selanjutnya disingkat OSS5-RBA adalah sistem
Perizinan Berusaha yvang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk
dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur,
bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektromk
vang terintegrasi.

Gorontalo Online Single Submission Oke [GOSS0) adalah platform
digital / sistem yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo
untuk mempermudah proses perizinan usaha dalam mendukung
pelaku usaha lokal maupun investor dengan menyederhanakan
proses perizinan.

Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas
sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam
kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya
disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan
ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa
barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha
vang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi,
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integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan publik dan acuan penilaian kualitas
sebapai kewajiban dan janji penvelenggara kepada masvarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur.

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi
tertulis  yang  dibakukan  mengenai  berbagai  proses
penvelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Norma, standar, prosedur dan kriteria yang selanjutnya disinghkat
NSPK adalah pedoman vang ditetapkan oleh pemerintah vang
memastikan konsistensi dan kualitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelavanan publik.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam muodal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilavah negara Republik
Indonesia.

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal darn
Pemerintah Daerah kepada Maasyvarakat dan/atau Investor untuk
mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan
investasi di Daerah.

Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari
Pemerintah Daerah Kepada Masvarakat dan/atau Investor untuk
mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan
investasi di Daerah.

Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya vang
bukan uang vang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai
nilai ekonomis.

Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha
vang melakukan penanaman medal vang dapat berupa penanam
modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang vang merupakan
warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah vang terutang
oleh orang pribadi atau badan yvang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnyva kemakmuran rakyat.
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Retribusi Daerah adalah pengutan daerah sebagal pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu vang khusus disediakan
dan/tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.

b.

e,

(1)

(2)

E]

(4]

[5)

pendelegasian kewenangan,

tata cara pengelolaan pengaduan;

jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan PTSF yvang bersifat
inovatif;dan

tata cara pemberian insentif dan atau kemudahan kepada
masyarakat dan investor.

BAB 11
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 3

Kewenangan DPMPTSP meliputi seluruh urusan pelayanan
perizinan dan non perizinan yang didelegasikan oleh pemerintah
dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Gubernur sebagaimana dimaksud pada avat (1) mendelegasikan
wewenang penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan
perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas vang meliputi :
a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLIL

b. perizinan berusaha Non KBLI;

c. perizinan non berusaha Non KELI; dan

d. non perizinan.

Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana
dimaksud pada avat (2] huruf a, melalui sistem OS5-RBA vang
dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran
perizinan berusaha berbasis risiko.

Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada avat
(2) huruf b, merupakan persvaratan/kewajiban perizinan
berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf ¢, merupakan perizinan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha
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berbasis risiko.

(6) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf d,
dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non
perizinan vang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2] , terdir atas sektor :

a. kelautan dan perikanan;

pertanian;

lingkungan hidup dan kehutanan;

. energi dan sumber daya mineral;

perindustrian;

perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

. lransportas;

. kesehatan, obat dan makanan;

. pendidikan dan kebudayaan;

k. pariwisata;

l. pos, telekomunikasi, penyviaran, dan sistem dan transaksi
elektronilk;

m. ketenagakerjaan;dan

n. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

{2} Rincian jenis pelayvanan perizinan berusaha berbasis risiko dan
non perizinan yvang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Pasal 5

Dalam rangka menunjang kelancaran pelavanan perizinan berusaha
berbasis risiko dan non perizinan, dibentuk tim teknis sesuai dengan
kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah
terkait,

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelavanan perizinan berusaha berbasis
risiko dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
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(1]

12]

(1)

(2]

(3)

[4)

MEM

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 avat (2), Kepala Dinas berkewajiban untuk:

a. menjamin kelancaran pelayanan perizinan berusaha
berbasis risiko dan non perizinan kepada masyarakat;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat
Daerah vang terkait dengan perizinan berusaha berbasis
risiko dan non perizinan yang baik vang pada saat dan pasca
diterbitkan;

c. menvusun NSPK untuk masing-masing perizinan berusaha
berbasis risiko dan non perizinan serta memproses
penetapannya sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan:dan

d. melaporkan pelaksanaan perizinan dan non perizinan
secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Gubernur
dengan tembusan kepada Perangkat Daerah vang terkait.

NSPK sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur,

BAB 11
TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN
Pasal 8

Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian dari
manajemen  Penyelenggaraan Berusaha di Daerah dalam
melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha.

Pengelolaan pengaduan masvarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak
diskrimimnatif dan tidak dipungut aya.

Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:

menerima dan memberikan tanda terima;

memeriksa kelengkapan dokumen;

mengklasifikasi dan memprioritaskan penvelesaian;
menelaah dan menanggapi

menatausahakan,

melaporkan hasil; dan

memantau dan mengﬂualuaai:

AN TR

Durast waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) terintegrasi dalam sistem 055,
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Pasal 9
(1) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan

melalui:

a, layanan pengaduan langsung melalui loket layanan
pengaduan; dan

b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik
dan non elektronik antara lain surat aduan, formulir
pengaduan, kotak pengaduan, telephone, panggilan video,
emnail, website, whatsapp, spdnlapor, dan fasilitas pengaduan
eletronik lainnya.

(2] Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilengkapi dengan identitas
pengadu/kuasa serta melapirkan dokumen pendukung vang sah,

(3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana
pada ayat (2] terintegrasi dalam OSS.

(4] Bagan alur Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini,

BAB IV

JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU YANG BERSIFAT INOVATIF

Bagian Kesatu
Jenis Penyvelenggaraan PTSP

Pasal 10

Penyvelenggaraan PTSP di daerah dapat dilakukan penvederhanaan
untuk meningkatkan mutu pelayanan dan dava saing Daerah vang
meliputi jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 11

Jangka waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
(1) Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan.
{2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat (1]
merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan

pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
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(1)

(2]

(3]

(4]

15]

(6]

(7]

mle

Pasal 13

Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
meliputi:

disiplin;

cepat;

tegas;

soparn;

ramah dan simpatik;

adil/tidak diskrimatif;

terbuka dan jujur;

loval;

sabar;

kepatuhan;

teladan;

komunikatif;

. kreatif;

bertanggung jawab; dan

. obyvektif

Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam
kerja, tertib berpakaian sesual dengan ketentuan tata cara
pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas
serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan

Fm o a0 o
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publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara
pelavanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yvang sudah
ditentukan.

Tegas sebagaimana dimaksud pada avat (1} huruf cdilakukan
dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi,
korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Sopan secbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d
dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara vang
wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat
melayani pengguna jasa layanan Perizinan dan Nonperizinan.
Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e dilakukan dengan cara berbudi bahasa vang menarik, bertutur
kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam
melaksanakan  pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
Adilftidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada avat(l]

s,
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(8)

(9]

(10]

(11)

(12

(13)

{14

[13)

(16]

huruf { dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang
sama terhadap pengguna layanan.

Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi,
data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.

Loval sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hdilakukan
dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib
melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan
pelaksanaan pelayanan.

Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan
dengan CAra menahan emosl manakala mendengar
pernvataan dan  perilaku  pengguna jasa layanan vang
MENYINZEUNE Perasaan.

Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,
dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan
pelayanan sesuai dengan standar pelavanan dan standar
operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para
pengguna jasa lavanan Perizinan dan Nonperizinan.

Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan
dengan cara memberikan contoh perilaku vang baik kepada rekan
kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan Perizinan dan
Nonperizinan.

Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf [,
dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para
pengguna  jasa layanan pada saat memberikan pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan.

Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat {1] huruf m, dilakukan
dengan cara melakukan inovasi  yang konstruktif dan
produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan
pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufn,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan
dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa
lavanan Perizinan dan Nonperizinan.
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Bagian Kedua
Prosedur dan Metode Penyelenggaraan PTSP

Pazal 14

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), penvelenggaraan pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan oleh Dinas meliputi

a. penerimaan dan,/ atau penolakan berkas permohonan;

b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;

¢. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan

d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Pasal 15
Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan

menerapkan:
a. standar pelavanan;dan
b. standar operasional prosedur.

Pasal 16

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 huruf a paling sedikit meliputi :

a. dasar hukum;

persyaratan;

sistern, mekanisme, dan prosedur;

jangka waktu penyelesaian;

biaya /tarif;

produk pelayanan;

sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;

TE MO RD T

kompetensi pelaksana;

=
s

pengawasan internal;

penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

k. jumlah pelaksana;

1. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayvanan dalam bentuk

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya,

dan risiko keragu-raguan;dan
n. evaluasi kinerja pelaksana.
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Pasal 17

Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf b meliputi ;

nomor Standar Operasional Prosedur;
tanggal pembuatan;

tanggal revisi;

tanggal pengesahan;

disahkan oleh,

nama Standar Operasional Prosedur;
dasar hukum;

kualifikasi pelaksana;

keterkaitan;

peralatan dan perlengkapan;
peringatan;

pencatatan dan pendataan;
. uraian prosedur;

= L

—_—

pelaksana,
kelengkapan;
waktu; dan
output.

T = - - T~ T

Pasal 18

(1} Dalam menyelenggarakan  pelayanan  Perizinan  dan
Nonperizinan, Dinas wajib menerapkan manajemen FTSP.
(2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pelaksanaan pelayanan;

pengelolaan pengaduan masyarakat;
pengelolaan informasi;

a

b

¥

d. pengawasan internal,

e¢. penvuluhan kepada masyarakat,dan
f.

pelayanan konsultasi.

Pa=zal 19

(1] Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP,
dengan tahapan paling sedikit meliputi:
a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
c. menoclak permchonan izin dan/ atau nonizin yang tidak
sesual  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/ atau
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nonizin;

e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin
danfatau nonizin; dan

f. menverahkan dokumenizin dan/ atau nonizin yvang telah
selesal  kepada pemohon,

(2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a, hurufb, dan huruf f dilakukan oleh pegawai
vang ditugaskan pada kantor depan/ front office.

(3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf c sampai dengan huruf e, dilakukan oleh pegawai vang
ditugaskan pada kantor belakang/ back office.

(4) Penyerahan dokumen izin dan/ atau NOMEm
kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait

Pasal 20

Kantor depan/Front office sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
avat (2] merupakan penerima berkas permohonan  izin/non
perizinan  yang sudah memenuhi  persvaratan selanjutnya
melalukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud.

Pasal 21

Back Office sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3]
merupakan pemroses izin vang telah diverifikasi oleh petugas front

office.

Pasal 22

(1] Pelaksanaan pelavanan Perizinan dan Nonperizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mulai dari
tahap menerima dan memverifikasi berkas permohonan sampai
dengan tahap penyerahan dokumen dilakukan secara terpadu
satu pintu.

[2) Proses pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakukan untuk satu jenis Perizinan dan
Nonperizinan tertentu atau paralel.

(3) Dalam hal proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan perlu
pemeriksaan teknis di  lapangan dan/ atau  rekomendasi,
dilakukan oleh tim teknis.
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Pasal 23
Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yvang tidak termasuk dalam sistem
055 dilaksanakan menggunakan aplikasi GOSS0.

Pasal 24

Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut
hiava oleh Dinas.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN INVESTOR
Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Kegiatan Berusaha

Pasal 25

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan
investasi di Daerah kepada Masyvarakat dan/atau investor sesuai
kewenangannya.

Pasal 26

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal
dilakukan berdasarkan prinsip:

a. kepastian hukum;

kesetaraan;

transparansi;

akuntabilitas;dan

efektif dan ehisien,

L~ S LR~

Pasal 27

Pemberian insentif dan fatau pemberian kemudahan diberikan kepada
masvarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan
masvarakat;

menyerap tenaga kerja;

menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik
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regional bruto;

f. herwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

g pembangunan infrastruktur,

h. melakukan alih teknologi;

i. melakukan industri pionir,

j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengambangan dan inovasi;

k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

. industri vang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan

vang diproduksi di dalam negari;

m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas
nasional dan/atau daerah;dan/atau

n. berorientasi ekspor.

Pasal 28
Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, berlaku
bagi badan usaha atau penanam meodal/investor yang menimbulkan
dampak pengganda di daerah.

Pasal 29
(1) Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah
tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja vang dipekerjakan.
(2] Penggunaan tenaga kerja Indonesia dari luar Daerah perlu
menggunakan penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah.
(3] Tenaga kerja lokal dan tenaga kerja luar Daerah dibedakan
berdasarkan data alamat Kartu Tanda Pendudulk.

Pasal 30

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf ¢ merupakan perbandingan antara
bahan baku lokal dan bahan baku vang diambil dari luar Daerah yang
digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 31
Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan
pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam
penyediaan pelayanan publik.

HUELIM

s




Pasal 32

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik
Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e
diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya
mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 33

(1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf f berlaku bagi penanam modal
vang melaksanakan seluruh ketentuan yang tertuang dalam
persetujuan lingkungan,

(2] Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip
keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam
serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 34

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf g berlaku bagi penanam modal yang kegiatan
usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan
infrastruktur atau sarana prasarana vang dibutuhkan.

Fasal 35

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf h diberlakukan kepada penanam meodal vang kegatan
usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan
masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Fasal 36

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf i berlaku bagi penanam modal vang membuka jenis

usaha baru dengan:

a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;

b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yvang
tingg;

¢. memperkenalkan teknologi baru; dan

d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk
unggulan Daerah.
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Pasal 37
Kriteria melaksanakan Lkepiatan penelitian, pengembangan dan
inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf ) berlaku bagi
penanam modal vang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian
dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi
Daerah.

Pasal 38

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k berlaku bagi penanam
modal yang kegiatan wusahanya melakukan kemitraan dengan
pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 39

Kriteria industd yang menggunakan barang modal, mesin, atau
peralatan vang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf 1 berlaku bagi penanam modal yang
menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan
diproduksi di dalam negeri.

Pasal 40

Kriteria termasuk skala prioritas nasional dan/atau Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m diberlakukan kepada
penanam modal vang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan

d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh,

Bagian Kedua

Jenis Usaha Tertentu atau kegiatan Tertentu Prioritas Pemberian
Ingentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kegiatan Berusaha

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau
kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
b. usaha yvang dipersyaratkan dengan kemitraan;
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usaha vang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

. usaha vang dipersvaratkan dengan lokasi tertentu;

usaha vang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

usaha vang terbuka dalam rangka penanaman modal yang

memprioritaskan keunggulan Daerah;

g. usaha vang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dan
Pemerintah Pusat; dan/atau

h. usaha lainnva sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

o LN

undangan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentifl
Pasal 42

Permnberian Insentif dapat berbentuk:

a.
b.
c.

pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
pemberian bantuan Modal kepada usaha kecil, dan/atau koperasi
di Daerah;

bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil,
dan/atau koperasi di Daerah;

bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau
koperasi di Daerah; dan/atau

bunga pinjaman rendah.

Pasal 43

Permohonan insentif Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara
sebagai berikut:

i,

permohonan insentif penanaman modal diajukan oleh pimpinan

perusahaan kepada Gubernur,

usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:

1. lingkup usaha;

2. kinerja manajemen; dan

3. perkembangan usaha;

permohonan insentif Penanaman Modal:

1. bagi penanam Modal baru, pemchon mengajukan surat
permohonan secara tertulis, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ dilampiri dengan :

a] fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri
vang sah dari Pemohon;
b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan
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alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan
direksi dan manajemen serta fotokopi dokumen legalitas
perusahaan;

¢ bentuk insentif Penanaman Modal vang dimohonkan
serta alasan diajukannya permohonan;

d] Nomor Induk Berusaha;

2. bagi penanam Modal yang akan melakukan perluasan
usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis,
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il dilampiri dengan:

a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas dir
yvang sah dari pemohon;

b} profil perusahaan vang paling sedikit berisi nama dan
alamat;

¢} wisi, misi, lingkup wusaha, susunan direksi dan
Mmanajemen, serta fotokopi dokumen legalitas
perusahaan;

d) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan
perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;

e) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan
pemasaran produk  per tahun untuk wakw 2 [dua)
tahun terakhir;

fi lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha
sekarang dan vang akan diperluas;

g) bentuk insentif Penanaman Modal yang dimohonkan;

h} Momor Induk Berusaha;

3. bagi pengusaha yang sudah berinvestasi dapat
mengajukan permohonan insentif dengan ketentuan dan
persvaratan sebagai berikut:

a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri
yvang sah dar Pemohon;

b] profil perusahaan vang minimal berisi nama dan alamat
badan usaha Penanaman Modal, wvisi, misi, lingkup
usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi
dokumen legalitas perusahaan;

c] neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan
perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir,

d} perkembangan usaha vang berisi kapasitas usaha dan
pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 {(dua]
tahun terakhir;

e) lingkup usaha vang berisi jenis dan kapasitas usaha

KEPALA BIRG | HADIS | ;
HURUM | TM PTEP ASISTEN bE‘k{-‘.
T TF T
o



sekarang;
f) bentuk insentif Penanaman Modal yang dimohonkan;
g) Nomor Induk Berusaha.
d. setelah persyaratan dinvatakan lengkap dan benar, kepada
pemohon  diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah
diterima,

Bagian Keempat
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Kemudahan
Pasal 44

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;

penyediaan sarana dan prasarana,

fasilitasi penvediaan lahan atau lokasi,

pemberian bantuan teknis;

penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui

PTSP;

f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi,;

kemudahan investasi langsung konstruksi;

h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam
peraturan  perundang-undangan  vang  berpotensi  pada
pembangunan Daerah; dan

> Ay oOF
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i, pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.

j.  kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;

k. kemudahan akses tenaga Kerja siap pakai dan terampil;

. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

m. fasilitasi promosi.

Pasal 45
Permohonan pemberian kemudahan Penanaman Modal dilakukan
dengan tata cara sebagai berikut:
a. permohonan kemudahan penanaman modal diajukan oleh
pimpinan perusahaan kepada Gubernur;
b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat
1. lingkup usaha;
2. kinerja manajemen; dan
3. perkembangan usaha;
¢. permohonan kemudahan Penanaman Modal:
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. bagi penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat

permohonan secara tertulis, dengan format sebagaimana

tersebut dalam Lampiran, dilampiri dengan:

al

by

|

d|

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas din
vang sah dari pemohon;

profil perusahaan yang paling minimal berisi nama dan
alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan
direksi dan manajemen serta fotokopi dokumen legalitas
perusahaan;

bentuk kemudahan pernanaman modal vang dimohonkan
serta alasan diajukannya permohonan;dan

Nomor Induk Berusaha.

2, bagi penanam Modal vang akan melakukan perluasan

usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis,
dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran,
dilampiri dengan:

al

bl

€l

d}

e

f]

gl

h)

i)

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas dini
yang sah dari Pemohon,

profil perusahaan yvang paling sedikit berisi nama dan
alamat;

visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen,
serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;

neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan
rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
perkembangan usaha vang berisi kapasitas

usaha dan pemasaran produk per tahununtuk waktu
2 (dua) tahun terakhir;

lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha
sekarang dan yang akan diperluas;

bentuk kemudahan Penanaman Modal vang
dimohonkan;dan

Nomor Induk Berusaha.

3. bagi pengusaha vang sudah berinvestasi dapat mengajukan
permohonan kemudahan penanaman maodal dengan ketentuan
dan persyaratan sebagai berikut

al

b

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas din
vang sah dan Pemohon,

profil perusahaan yang minimal berisi nama dan alamat
badan usaha Penanaman Modal, visi, misi, lingkup usaha,
susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen
legalitas perusahaan;
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¢) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan

rugi laba perusahaan 2 (dua} tahun terakhir;

d] perkembangan usaha vang berisi kapasitas usaha dan

pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dual tahun
terakhir;

¢ lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha

sekarang;
bentuk kemudahan Penanaman Modal vang

dimohonkan;dan

g} Nomor Induk Berusaha,

setelah  persyaratan dinvatakan lengkap dan benar, kepada
pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah
diterima.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Dan Frekuensi Pemberian Insentif Dan / Atau Pemberian

[1]

(2]

(3)

Kemudahan Dalam Melakukan Investasi

Pasal 46

Pemberian Insentif dan kemudahan ditetapkan
berdasarkan nilai dan skala prioritas sebagai berikut:

i,

skor nilal antara 14 (empat belas| sampai 23 (dua puluh tiga)
termasuk prioritas rendah;

skor nilai antara 24 {dua puluh empat) sampai 33 {tiga puluh
tiga) termasuk prioritas sedang; dan

gskor nilai antara 34 (tiga puluh empat| sampai 42 (empat
puluh dua) termasuk prioritas tinggi.

Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentiil berlaku

kententuan :

.

prioritas tinggl diberikan paling banvak 4 (empat] kali dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun;

prioritas sedang diberikan paling banyvak 3 [tiga) kali dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan

prioritas rendah diberikan paling banvak 2 {dua) kali dalam
jangka waktu 2 (dua} tahun.

Jangka waktu dan frekuensi Pemberian kemudahan berlaku
ketentuan:

&,

b,

.

prioritas tinggi diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam
jangka waktu 5 (lima} tahun;

prioritas sedang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan

prioritas rendah diberikan paling banyak 2 (dua| kali dalam
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jangka waktu 2 (dua) tahun.
(4) Besaran insentif vang diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) dikoordinasikan dengan Badan Keuangan Daerah,

Pasal 47

Bentuk Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan
berdasarkan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) sebagai berikut:
a, untuk prioritas tingg dapat berupa:

1. penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;

2. pengurusan izin usaha yang cepat;

3. pemberian bantuan teknis manajemen usaha; dan

4. fasilitasi lahan/lokasi usaha vang lavak.
b. untuk prioritas sedang dapat berupa:

1. penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;

2. pengurusan izin usaha yang cepat; dan

3. pemberian bantuan teknis manajemen usaha.
c. untuk prioritas rendah dapat berupa:

1. penvediaan data dan informasi terkait peluang usaha; dan

2. pengurusan izin usaha vang cepat.

Bagian Keenam

Evaluasi Dan Pelaporan Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian
Kemudahan

Pasal 48

(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah
diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

(2] Ewvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
minimal 1 (satu) tahun sekali.

(3] Ewvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]dilaksanakan
oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 49
(1) Ewaluasi dapat dilakukan atas dasar :
a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima; dan
b. kunjungan ke lokasi usaha penerima.
{2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
dasar pembinaan dan pengawasan.

b9
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Pasal 30

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau
kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1)

12)

3]

(4]

(1]

(2]

Pasal 31

Penanam Modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau
kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan
setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala
Dinas dalam bahasa Indonesia.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling rendah
memuat:

a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;

b. pengelolaan usaha; dan

c. rencana kegiatan usaha.

Gubernur menyampaikan laporan perkembangan Pemberian
[nsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 1 {satu) tahun
sekali.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran 11l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

Kepala Dinas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) kepada Gubernur.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling rendah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-
waktu apabila dibutuhkan.

Bagian Ketujuh

Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

(1)

Kegiatan Berusaha

Paragraf 1
Tim Verifikasi

Pasal 53

Dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan, Gubernur
membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Pembenan Insentif dan

KEPALS, BIFC KALIE
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(2)

(3]

(4]

(1)

12}

(3)

n.-EE'.-u

Kemudahan Penanaman Modal dengan Keputusan Gubernur.
Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terdiri atas:

a. Ketua » Sekretaris Daerah;

b, Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

c. Sekretaris : Kepala DPMPTSP;

d. Anggota
1 _Kepala Perangkat Daerah terkait;

2. Kepala Biro yang membidangi perekonomian;dan
3. Ketua Kamar Dagang dan Industri di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, tim verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat tim.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan
kelengkapan persyaratan vang harus dipenuhi;

b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria
secara terukur;

¢. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal;

d. menetapkan usulan bentuk dan besaran insentif yang akan
diberikan dan menyampaikan rekomendasi kepada
Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan
penerima kemudahan Penanaman Modal;, dan

e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan penanaman medal yvang memperoleh
insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Paragraf 2
Penilaian
Pasal 54

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 melakukan verifikasi
dan penilaian terhadap kriteria terhadap usulan penanam
modal dengan kriteria sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal
26.

Tim sebagaimana dimaksud pada avat (1) memberikan jawaban
tertulis paling lambat 14 (empat belas] hari kerja setelah
permohonan diterima.

Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat berupa
persetujuan ataupun penolakan.

FEPALS BIFD EALIS T [ }S{m

HL UM M PTED f:zz“




.-..pz?r\-u

(4) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan jumlah kriteria vang dipenuhi,

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (4] menjadi
dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam
modal yvang akan mendapat insentif dan kemudahan.

Pasal 55

(1] Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) tercantum dalam
Lampiran 1V vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ni.

(2} Format rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran IV yvang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

Pasal 56

(1) Dalam hal permohonan disetujui, Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur,

(2] Dalam hal permohonan ditolak, Perangkat Daerah terkait
vang ditugaskan memberikan jawaban tertulis dengan disertai
alasan penolakan.

Pasal 57

Penanam modal penerima insentif dan/atau kemudahan berhak

untuk:

a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau
kemudahan;

b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sesual
mekanisme vang telah ditetapkan;
¢. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian,

pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan, dan
d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan
penerimaan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 58

Penerima insentif dan/atau kemudahan berkewajiban untuk:

a. mematuhi persyaratan yang ditetapkan;

b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha
kepada Gubernur melalui Dinas;

KEPALA BIED |
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(1)

(2

(3]

(4]

15]

6]

W7

A;E'En..l

menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah
praktek monopoli dan hal yang merugikan Daerah;

menciptakan  keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan
kesejahteraan pekerja; dan

menjaga kelestarian lingkungan,

Pasal 39

Penanam modal vang melanggar kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan secara bertahap sebagai berikut :

a. peringatan pertama,

b, peringatan kedua; dan

¢, pembatalan insentif atau  penghentian  Pemberian
Kemudahan.

Apabila setelah 30 (tiga puluh) har kerja sejak sanksi peringatan

pertama diberikan kepada penanam Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a tetap tidak diindahkan,

diberikan peringatan kedua.

Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sanksi peringatan

kedua diberikan kepada penanam Modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tetap tidak diindahkan, diberikan sanksi

berupa pembatalan insentif atau penghentian Pemberian

Kemudahan.

Apabila sanksi pembatalan Pemberian Insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diberikan, penerima

insentif harus mengembalikan seluruh insentif yang diterima dan

menvetorkan ke kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

setelah sanksi pembatalan Pemberian Insentif diberikan.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dan huruf b diberikan oleh Kepala Dinas.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf c

ditetapkan oleh Gubernur,

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60

Seluruh perizinan vang telah terbit s=sebelum diundangkannya
Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis
masa berlakunya.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Corontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendelegasian kewenangan
penvelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023
Nomor 6] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Gorontalo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendelegasian
kewenangan penvelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memernntahkan pengundangan
Peraturan Gubernur im dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
30 Dgsember 2024

BHERNUR [RORONTALO

RUDY SALAHUDDI

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERA OVINSI GORONTALD,

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 36
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LAMPIRAN |

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR - 36 TAHUN 2024

TANGGAL - 30 Desember 2024

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR &

TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN

1), INPUT PENANGANAN PENGADUAN

¥

Menerima laporan Masyarakat secara offline adan atau secara langsung oleh
petugas pengaduan pada Kantor Dinas PM-PTSP Provinsi Gorontalo.
Menerima laporan pengaduan pada saat melakukan kegiatan layanan
perizinan dan atau Mobile Service di Kabupaten /Kota

Menerima laporan Masyarakat secara online melalui aplikasi SP4N Lapor atau

dpmptsp. gorontaloprov_go.id

v Pengklasifikasian, jenis dan sifat laporan pengaduan

Disposisi surat pengaduan dan atau dokumen laporan pengaduan Masyarakat

2). PROSES

W

v

W

Pengklasifikasian, jenis dan sifat laporan pengaduan oleh petugas pengaduan
Disposisi surat aduan dan atau dokumen laporan pengaduan

Melakukan pemeriksaan dan kajian awal perihal laporan pengaduan
masvarakat oleh Dinas PM-PTSP

Rapat pembahasan tindak lanjut pengaduan dengan instansi teknis {terkait)

v Melakukan pemeriksaan fverifikasi lapangan (locus area)

3). QUTPUT

W
W

Rapat pembahasan akhir dan rekomendasi tindak lanjut pengaduan
Penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan paling lambat 12 {dua belas) han
kerja

4}, MONITORING / LAPORAN

o

o

Monitoring dan evaluasi kegiatan

Penyusunan laporan pengaduan bulanan dan triwulan
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LAMPIEAN I1

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

MNOMOR : 36 TAHUN 2024

TANGGAL + 30 Desember 2024

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

A. PERMOHONAN INSENTIF DAN /ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL BAGI PENANAM MODAL BARU

HOOMYERTD. - ciiinssinimain s i

Momor

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Insentif dan/atau
Remudahan

Yth. Gubernur Gorontalo
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Gorontalo
di
Gaorontalo

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/ atau
kemudahan penanaman modal dengan data sebﬂ.gm berikut :
Nama: Pernsablasd . aasanianimmimninns
Alamat Ferusahaan
TEEEE 000 R ieom it e S R A RN A0
Nama Pimpinan o o A B o R A S R S AR e e
AU PRI, sy ca (oiin faiinn f rana s s s s e e h LS b
Tlpn N R b e bk SN A R R R
Alamat lokasi Perusahaan ....................................................
THER 0 iscesssssssssesisie et ssses ssss s s e ans wamngs
Adapun jenis Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal vang kami
mohonkan adalah sebagai
berikut :
1. Insentif:
Pengurangan
pajak... R L R S S i R e
- angumnagaﬂ
retribusi..
- Pemhehaaan
retribusi..............
2. Kemudahan:
- Penvediaan informasi lahan atau lokasi:
a. informasi rencana tata ruang
b. bantuan teknis pengadaan lahan

REPALA HIRD FADIS |
ASISTEM t,{fxua
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¢, percepatan pengadaan lahan
-  Pemberian advokasi

a. layvanan konsultasi usaha

b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- Percepatan pemberian perizinan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami

lamparkan :

1. fotocopy KTP/Identitas din yang sah;

2. profil perusahaan, berisi ; visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan,
susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen
legalitas perusahaan:

3. NIB (Nomor Induk Berusaha).

Pemohon,

Catatan : Lingkari jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang

dimohon.

KEPALA BIRC HALHR ,
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B. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAL
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM
MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Corontaln. . ...ooiiiia

MNomor
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Insentif dan/atau

Kemudahan

Yth, Gubernur Gorontalo
Cq. Kepala Dinas
Penanaman Maodal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Gorontalo
di
Gorontalo

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/
atau kemudahan penanaman modal dengan data sebagai
berikut :
Nema Perussd s iy L i S
Alamat Perusahaan A W S N SR N B
Tlpn B A S YR B R R
NEme PIGOPEISH 1. ssgasmsanssasansss inasea e
Alamat Pimpinan ..., T e
Tlpn R B AN A T PR B e S B S TR A
Alamat lokasi F’emaahaan
Tlpn
Adapun jenis Inaentlt‘ t:IEm ,-’atau J.-i:emudahan pen&naman mudal
vang kami
mohonkan adalah
sebagai berikut ;
1. [nsentif:

- Pengu rangan ]:r.a_]ﬂl.',

- Fengu ranagan retnbuai

- Pembehasan retribuai
2. Kemudahan:

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
a. informasi rencana tata ruang
b. bantuan teknis pengadaan lahan
c. percepatan pengadaan lahan

- Pemberian advokasi
a. layanan konsultasi usaha
b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi
usaha

- Percepatan pemberian periZinan .......o.coo i iiiisiinianmanmas
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Sebagal bahan pertimbangan, bersama ini kami

lampirkan :

1. fotocopy KTP/Identitas diri yang sah;

2. profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas
perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan
fotokopi dokumen legalitas perusahaan,

3. Laporan neraca perusahaan 2 (duaj tahun terakhir dan perhitingan
rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;

4, NIB (Nomor Induk Berusaha).

Pemohon,

Catatan : Lingkari jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal

vang dimohon.

uDyY SALAHUDDIN



LAMPIRAN LIl

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR - 36 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

TENTANG @ PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR &
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Nomaor

Lampiran : 1 {satu)] Berkas

Perihal : Laporan Penggunaan Insentif
dan/atau Kemudahan

Penanaman Modal

¥th. Gubernur Gorontalo
Cq. Kepala Dinas Penanaman

Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo

di
Corontalo

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan kemudahan penanaman
modal yang telah diberikan sebagai berikut :
1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN

MODAL

_MNama Badan Usaha ] ]
Bidang Usaha = !

Jumlah Tenaga Keria Tetap | | ~ _
Jenis Insentif vang Diperoleh | 1.

| 2. .
Nilai Omzet Peniualan Sebelum| Omzet penjualan/nilai transaksi usaha |
Sesudah Diperoleh Insentif

Omzet penjualan/nilai transaksi u saha

Penggunaan Insentif 1. Pembelian Bahan Baku *) .
2. Restrukturisasi Mesin |
| _ | 3. Produksi ¥ |
*} beri tanda X pada angka di depannya
Y,

KEFALA BIRD RADIS : :
HI.IELlH PM TSP "3?_ 1 %;:‘:"‘ \
(q |
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2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER
| DAYA MANUSIA

karvawan melalui

Peninekatan Jumlah Karvawan yang mengikuti pelatihan

pelatihan tematik | Jumlah Karvawan yang mengikuti pelatihan

karvawan melalui

Peningkatan " Jumlah Karvawan vang mengikuti pelatihan

pelatihan umum Jumlah Karyawan vang rﬁé:ﬁﬁikuti pelatihan

BIDANG PRODUKSI | Volume produk vang dipasarkan sebelum

Volume produk vang dipasarkan sesudah -

BIDANG Volume produk yang dipasarkan sebelum
PEMASARAN diperoleh insentif

Volume produk vang dipasarkan sesudah

| diperoleh insentif

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah

diperoleh insentif

| Tahun _ Volume Produksi Volume Penjualan |
1 & J
2. _ - 1
3 |

b. Bidang usaha lainnva (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah

memperoleh insentif :

- Bidang perdaganan (sebutkan|
-  Bidang jasa [sebutkan} ...........
- Bidang pengolahan [sebutkan)

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif

{beri tanda X}

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

Gorontalo.....coerrrareeres
Pelapor,

BERENUR/GORONTALD

RUDY SALAHUDD



LAMPIRAN 1V
PERATURAN GUBERNUR GORONTALQ

NOMOR

: 36 TAHUN 2024

TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR G

TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAI TIM
VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN [INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI
GORONTALOQ

Alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provins Gorontalo
Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone

Bolango Telp. (0435) 83912738

REKOMENDASI
MO s e s e s s

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam
Rekomendasi i, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Provinsi Gorontalo Tengah memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaanm f...eeeicesecasanerssnanns

Alamat Perusahaan {.......cceeiiimmmmmrinrerrrses P i iinnnnsana
PERTTLE TP AR TIENEERY % - cosn i conon i a0 R A 40 N
Alamat PIMpPInan i....cccveverrermenrsrssssssssssacdk Pl icdiceins
Alamat lokasi Perusahaan s S e 4 [ s o B R

Untulk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman

modal yang terdiri dari :

.................................................................................

.................................................................................

Frekwensi insentif dan/atau kemudahan diberikan

EEINEIANTIE . . . oo s s s o S A S S A SR R F VS

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan

CIOrOMtal. il iy e

Ketua Tim Verifikasi dan
Penilaian Pemberian
Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman
Modal Provinsi Gorontalo

Sekretaris Daerah

MNama..
Pangkat/
Gol.. NIP..
[ EEFALA BIRD |
HLELS

4
iﬁ
E
|\ 3
1

&
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LAMPIRAN REKOMENIDASI
PO § i it i e

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI GORONTALO
Alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Gorontalo

J1. Tengah Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Telp.

(0435--) 8591278

HASIL PENILAIAN

b @ [ [ V]

3=y T F L T i - PRS2 LT J i1y S S A S

Jenis Lavanan : Pemberian Insentif/ Pemberian Kemudahan Penanaman

Mocdal

Insentif vang dimohonkan: 8. .. ..coiicimiirmrsrro s e e nans

R L b o o A ol 0 0, A BN

Kemudahan yvang dimohonkan @ &, ...ooooeviiionn : ks S

MNama Perusahaan

Alsmat Perusabhaan B e o ol | ) o DT LT e R LI PETR, aes

Nama PImMPITAIT "7 ccverrvercs it css s sssansnssrss sasrsnsanssssrannsess

Alamat Fimpinan ool n P i i s

Alamalt lokasi Perusahaan S ——— 4 | 10 TSP, 5y gy h

I VARIABEL PEMILAIAN

I B MILAI")
MOk VARIABEL INDIKATOR PARAMETER?®|
|1 2 3 4 5

1. Beaaran invesias Besarnva investasi vang (@, Memiliki modal usaha paling 1
akan diinvestasikan banyvak Fpd 000, Q00000 01
dalam pembul@man {=atu
usaha atau perlu miliar rupiah) tidak termasuk
asan usaha tanah dan bangunan tempat

uszaha;
. Memililki modal usaha lelsith dard 2
Ep 1000, 000, D00, 00
{zatu miliar rupiah) sampa
dengan paling banyak REp
So000, 000, 000,00 2 (lima
miliar rupiah) tidak termasul
tamah dan bangunan lempal
usaha; dan
c.  Memiliki modal usaha lebih dari
3 RpS. 000,000,000 00 3
(lima miliar rupiah] sampai
dengan paling banyalk RKp.
100 0, D 000, (0
(sepulul miliar rupiak) tidak
termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.

2. | Penverapan tenaga kerja Penggunaan lenaga Kerja (3. Ada penyerapan tenagas kerja i
lokal yang dibutuhkan f tenaga kerja tenaga kerja lokal
dipchkerjakan dalam 0-35 % dibandinghkan tenaga
usahanya kerja luar

b. Ada penyerapan tenngs kerja
Iokal 35 - 50 24 dibandingkan
i tenaga kerja 2
laor
\ 1
_H_Tiwuﬂm iy P o b DA |




Ada penyerapan tenaga kerja 2
lobeal 56 - 100 % dibandingkan

W | A

CAE
Y

Flpl

. tenaga kerja
| | luar
3 | Berwawasan Badan Usaha la. Penanam Modal tidak memiliki 1
Linghkungan dan Penanam Modal dokumen AMDAL
berleelanjuban yvang menerapkan b. Penanam Modal raemiliki
prinsip prinsip dokumen AMDAL namun tidak 2
kesoimbangan dan melakulkan daur ulang
keadilan, serta Imbahnyva [Produksi Bersih)
pemanimatan c. Penanam Modal memilika
sumber daya [alam} dokumen AMDAL dan
dan taat pada melakukan daur ulang 3
rencana tAta ruang lmbahnya (Produksi Bersih)
vang telah
ditetaphkan ——
&, | Melakukan Alih Penanam Maodal a. Belurmn ada transfer i
Tekrologi yang memberikan telknologi Kepada
kesempatan kepada pemerintah daerah
pemerintah dasrah maupun Kepadsa
darn masyarakat masvarakat
b larm b. Transfer teknoiog kepadsa
menirghatlan pemerintah daerah dan
pengetahuan dan masyarakat dilakukan dengan 5
| PERCTAPAT dukungan dana J!E_PBB
teknologi vang o Transfer telinalog kepads
digunakan oleh pemetintah daerah dan
penanaman modal mmum' dilakukan dengan 3
pembbayasn perih
darl penanam madal
5. | Merupakan Industri Penanam Modal #, Usaha penanam modal bulkan 1
Fioner membula usaha jenis usaha baru dan tidak
baru yang memiliki memiliki keterkaitan kegiatan
keterkaitan usaha yang luas (leeterkaitan
kegiatan usaha kedepan dan kebelakang| dan
vang luas, mermber tidak mendulung pengembangamn
nilai tambah dan Produk Unggulan Daerah (PLD)
memperhitunglkan b, Usaha penanam modal adalah ¥
eksternalitas yang jends usaha baru dan memiliki
terjadi, kcicrhaitmhhgfm@ uﬂu
ang luas {loeber tan G
pope e s Nabalaleavigh eapi tidik
gi baaru,
serta memiliki nilai mptnci lourig pegerbeigan
i Produk Unggulan Daerah (PUD)|
strategis dalam |
dulkuin € Limmtin Pk s aduiab 3
L £ jenis usaha barm vang memilila
propaian gan keterkaitan kegiatan usaha
produk unggalan vang luas [keterkaitan kedepar
dmerah dan kebelakang) dan
mendukung pengembangan
Produk Unggulan Daerah (PLID) |
Malakoibkan e a. Penanam modal belim 1
G, | Hermitra denggan kemitraan Mikro melakulan kemitraan secara
Usaha Mikro Kecil | Kecil dan kecil Tungsional
Menengah dan | menengah dan b. Penanam modal melakukan 2
Koperasi | loperasi. kemitraan dalam hidang
(LIBTRCR | produksi saga
e, Penanam modal melakukan
| kemitraan secara fungsional 3
dalam bidang produks dan
ETTLRSAT AL bl |
KEPALY BIRD KARDIS
HUEUM P TSR



[77, | Kriteria sesuai dengan Penanam Modal vang a. Usaha Penanam Modal sesuai
scELail usahanya dengan ETRW namun tidak
dengan sesual dandatan masuk dalam dokumen EPJFD [/
peruntukannya szesual dengan ERJMED o
iskala prioritas RTEW ., RPJPD dan [Renstra OFPD Tidak berlokasi di

| tingg) REJMIDY dan kawasan strategis cepal
kawasan strategs tumhuT;;! . )
b, Usaha Penanam Mo SesLAd
FODE SR dengan RTREW masuk dalam
dokumen
RPIPD/RPIMD / Benstra OFD
namun tidak berlokasy di
kawasan strategs cepal
tumbuh
¢, Usaha Penanam Modal sesuai
dengan ETRW dan masuk
dalam dokumen RPJPD)
REIMDf Eenstra
I OPD berlokasi di kawasan
straleglis cepat tumbuh
%, | Komtrbusi Terhadap Penanam modal a.  Belum ada kontribusi dana
melaksanalaian CER.
Poningkatan dana penyaluran b, Kontribus dana C5F kurang
' Pelayanan Publik dana dari program dari 2% tahun dari
| LarEging jawak keuntungan bersihnya
soi-ial [Corporate c. Kontribusi dana CSR letuh dari
dari keuntungan 2% Mtahun dad keuntungan
bersihnya Social bersihnya
Responsihility]

! | {CER) secara ratin

| & | Penggunaan Sumber Penanaman modal a, Rasio tobal hiaya bahan bakuy
daya Lolkal menggunakan bahan tlar sumber lokal vang

baku lokal lebih besar digunakan terhadap total
dibandinglan yang kebutuwhan baban balen kurang
diambil dari luar daerah clart 101

vang digunakan dalam b,  Haso total biava bahan bhaku
kegiatan usabhanya dari sumber lokal yvang

I digunalan terhadap total
kebutuhan bahan baku antara

' 10% - 30%

' c. Rasio total biaya bahan baku
dari sumbser lokal yang
digunakan terhadap total
kebutuhan bahan
balew lebah dar 30%

[ 10 | Mengpunakan = Kegiatan usahanya a. Penanam modal belum

Barang Modal,
Mesin atau
Peralatan dengan
haodungan Lokal

mengEunakan
barang modal
[baharn
kandungan lokal|.
Bleemin, atau
pernlninn Vang
diproduksi didalam

negeT

menggunakan barang modal,
mesin atau peralatan prodokos
dengan kandungan lokal
Penanam modal mengeunakan
harang modal, mesin atau
peralatan proeduksi dengan
kandungan lokal kurang dari
S0

Penanam modal menggunakan
barang modal, mesin atau
peralatan produksi dengan
kandungan lokal

lebih dari 50

NILAI EKOR

KEFALA EIRD: |
HUEEM

EIRD | EADIE

FM PTER .\EIE‘T}H

W
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SKALA PRIORITAS
Skor Nilai :

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1111111111111111111111111111111111111

JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL.

Insentif dan/atau kemudahan yang diberikan terdiri dan :

i T R T L e T L L e L e

Frekwensi insentif dan/atau kemudahan dibenkan

Seharirele T L LI Jangka waktu insentif
dan/atau kemudahan diberikan selama ........c.ccooveeiimininnnnes
Gorontalo,

Ketua Tim Verifikasi,

Mama..
Panglkat
f Gol..
MNIP..

NUR GORONTALO

RULDY SALAHUDDIN
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